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ABSTRAK 

 

Korban tindak pidana seringkali mengalami trauma mendalam yang berdampak 

pada aspek psikologis dan sosial mereka. Pemenuhan hak atas layanan psikososial 

menjadi krusial untuk membantu mereka pulih dan berintegrasi kembali ke 

masyarakat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga 

yang memiliki mandat dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana, memiliki 

peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk layanan 

psikososial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kewenangan 

dan peran LPSK dalam kerjasama kelembagaan pemenuhan hak layanan 

psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala 

dan peluang yang ada dalam implementasinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta berbagai peraturan perundang-undangan 

terkait lainnya, serta studi kasus terhadap layanan psikososial yang diberikan oleh 

LPSK. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara mendalam 

dengan pihak-pihak terkait, dan analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara 

variabel penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPSK memiliki kewenangan yang cukup luas 

dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, termasuk layanan 

psikososial. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang 

menghambat pelaksanaan layanan psikososial yang optimal, seperti keterbatasan 

sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kurangnya 

kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan psikososial. Penelitian ini juga 

mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya kerjasama 

kelembagaan dalam pemenuhan hak layanan psikososial, antara lain adanya 

regulasi yang jelas, komitmen dari berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia. 

 

Kata Kunci: psikososial, korban, LPSK 
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ABSTRACT 

 

Victims of criminal acts often experience deep trauma that impacts their 

psychological and social well-being. Access to psychosocial services is crucial to 

help them recover and reintegrate into society. The Witness and Victim Protection 

Agency (LPSK), mandated to protect witnesses and victims of criminal acts, plays 

a significant role in ensuring that the rights of victims, including psychosocial 

services, are fulfilled. This study aims to thoroughly examine the authority and role 

of LPSK in inter-institutional cooperation to fulfill the rights of psychosocial 

services for victims of criminal acts in Indonesia, as well as to identify the 

challenges and opportunities in its implementation. 

This study employs a normative legal approach by analyzing Law Number 31 of 

2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Government Regulation 

Number 19 of 2015 concerning the Implementation of the Protection of Witnesses 

and Victims, and other relevant regulations, as well as a case study of psychosocial 

services provided by LPSK. Data was collected through a literature review, in-depth 

interviews with relevant parties, and document analysis. The collected data was 

then qualitatively analyzed to identify patterns, themes, and relationships between 

research variables. 

The results of the study show that LPSK has quite broad authority in providing 

protection and fulfilling the rights of victims, including psychosocial services. 

However, in practice, there are still several obstacles hindering the optimal 

implementation of psychosocial services, such as limited resources, suboptimal 

inter-institutional coordination, and lack of public awareness of the importance of 

psychosocial services. This study also identifies several factors that can support 

inter-institutional cooperation in fulfilling the rights of psychosocial services, 

including clear regulations, commitment from various parties, and increased human 

resource capacity. 
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